LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
) PANGKALPINANG

SERI: B TAHUN 1996 NOMOR: 14

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
PANGKALPINANG

NOMOR : 9 TAHUN 1996
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) DAN IZIN UNDANG
UNDANG GANGGUAN ( UUG ) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannyas Peratu=-
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1993 tentang Izin Mendirikan Bangunen =
dan Izin Undang Undang Gabungan bagi Pe-
rusahaan Industri, dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian izin Mendixikan
Bangunan dan Undang undang Gangguan bagi
Perusahaan Industri, dalam mendoreng dan
Meningkatkan Penanaman Modal dengan Pe-
nyederhanaan Prosedur Perizinan dalam
rangka upaya Deregulasi, maka dipandang
perlu untuk menindaklanjuti kedus Pera —
turan tersebut.

b. bahwa agar maksud pada huruf a tersebut.

di atas dapat direalisasikan, maka perlu

di atur dan ditetapkan dalam Peraturan

Daerash Kotamadya Daerah Tingkat II Pang~
kal Pinang.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok=Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun
1926 yang telah diubah dan disempurnakan
terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 No=
mor 14 dan Nomor 450,

Undang~Undang Nomor 12 Drt Talun 1957 ten
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Xotap-
raja di Sumatera Selatan,

Undang=-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tashun 1987
tentang Penyerahan sebagian Urusan Peme-
rintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Dae
rah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Peraturan Pemerinteh Nomor 13 Tahun 1987
tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintsh Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Ver-
tikal di Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No~
mor 97 Talmn 1993 tentang Tata Cara Pe~
nanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T
Tahun 1393 tentang Izin Mendirikan Bangun
an dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi
Perusahaan Industri.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian
Jzin Mendiriken Bangunan dan Izin Undange
Undang Ganggvan bagi Perusahaan Industri.



96

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  Ting-
kat II Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 1994
tentang Lahan Peruntukan Kawasan Industri
dan Pergudangan Kotamadya Daerah Tingkat
II Pangkal Pinang.

14. Peraturan Daerah Kotamad;: Daerah Ting-
kat II Pangkal Pinang Nomor 21 Tahun 1995
tentang Uang Leges.

15, Peraturan Daerah Kotamadya Daersh MTing-
kat II Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah  Tingkat
IT Pangkal Pinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kota=
madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTAMADNYA DAERAH  TING-
KAT II PANGKAL PINANG TENTANG IZIN MENDI-
RIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG- UN-
DANG GANGGUAN (UUG) BAGI PERUSAHAAN INDUS
TRI DALAM KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT II
PANGKAL PINANG,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pagal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a., Daereh adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pi-
nange. )

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerinteh Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang,

¢, Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Pangkalpinang,

de Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
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Sekretaris Kotamadya adalah Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Panglkalpinang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dinag Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota =~
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinariz.

Surat Pemberitahuan Pembayaran ( SPP ) adalah Surat Buk
ti Pembayaran/Pelunasan Uang Retribusi.

Retribusi adalah Pungutan Izin Mendirikan - ....Baagunan
( IMB ) dan Izin Undang undeng Gangguan (UUG) ‘bagi Peru
sahaan Industri.

Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegia~
tan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana,
prasarana dan Fasilitas penunjang laimnya yang disedia—
kan dan dikelola oleh Perusazhaan Kawasan Industri,

Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusshaan Badan
Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berke-
dudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.

Perusahaan Industri adalah Peruwsahaan yang bergerak da=-
lam bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri
den diluar Kawasan Industri, tetapi dalam RTRWK yang
PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA,

Penanaman Modal adalah Perusahsan Industri PMDN , PMA ,
non PMDN dan non PMA dalam XKawasan Industri maupun yang
diluar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pa =
sal 3 Undang undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan
Nasional atau perorangan sebagaimana dimsksud pasal 3
Undang undang Nomor 6 Tahun 1968,

Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada  Penanam
Modal atau Rencana Penggunaan Lahan dalam suatu Wilayah
tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanzh
sesual dengan Rencana Tate Ruang Wilayah Kota,

Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalab Izin
yang diberikan dalam rangka mendirikan Bangunan  secara
Fisik berdasarken Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kawasan
dan atau Rencana Tekmik Ruang Kawasane

Izin Undang undang: Gangguan atau disingkat UUG adalah



Ee

T

Be

t‘

U

Ve

We

(1)

(2)

g8

Izin yang diberikan bagi tempat tempat Usaha berdasar-
pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan Staatblad Ta-
hun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan
dengan Staatblad Tahun 1940. Nomor 14 dan Nomor 450.

Sempadan adalah areal yang tidak diperkenankan/dilarang
untuk didirikan bangunan tertentv.

Uang Pengukuran Persil Tanah adalan Biaya  pengukuran
batas suatu Lokasi tanah terhadap tanah orang perora -
ngan, Pemerintah atau Badan Hukum,

Persil adalah Iuas Lokasi tanah orang perorangan, Peme
rintah atau Badan Bukum,

Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter per
segi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan ter-
tutup maupun terbuka sesuai kondisi Lingkungan.
Prosentasi Maksimal 2 % adalah angka prosentasi -ter-
tinggi untuk perkaian dalam komponen perhitungan retri
busi IMB,

Indek Lokasi adalah angka Indek Klasifikesi jalan yang
ditetapkan berdasarkan Lokasi atau letak jalan dan
kondisi Lingkungan.

Indek Gangguan adalah angka indek besar kecilnya gang-
guan yang mingkin ditimbulkan oleh Perusahaan Industri

BaB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Pertama
PERMOEONAN
Pasal 2

Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri
yang zkan Mendirikan Bangunen dan sarana penunjangnya
Elajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan
IMB).

Permohonan Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimena ter-
cantum dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Wali
kotamadya Kepala Daerah melalui Bagian Penyusun Prog-
ram, dengan mendapat advis dari Dinas Pekerjaan Umum,
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(3). Permohonan IMB Perusahaan Industri dalem Kawasan In-

dustri depat diajukan langsung oleh Perusahaan Indus-—
tri atau melalui Perusahaen Kawasan Industri  Kepada
Walikotamadya Kepala Daerah melalui Bagian Penyusun
Program dengan mendapat advis Dari Dinas Pekerjaan
Umum.,

{4). Permohonan IMB diajukan dengan mengisi Formulir yang

formatnya seperti pada lampiran I Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
PERSYARATAN
Pagal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan
Daerah ini diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut :

e
b.

1.

Rekaman Surat Izin Lokasi.

Rekaman Kartu Tanda Penduduvk (KTP) penanda tanganan
permohonan.

Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Rekaman Akta Pendirian Perusshaan bagi yang bersetatus
Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dagar
yang sudah disashkan bagi Koperasi.

Surat Kuasa apabila penanda tanganan permohonan  bukan
dilakukan oleh pemohon sendiri,

Rekaman gertifikat Hak atas Tanah atau bukti perolehan
tanah,

Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.

Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi
persyaratan=-persyaratan tehnis bangunan sesuwai  dengan
pedoman tehnis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan
umum, serta garis sempadan jalan, keefesien dasar dan
keefesien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerin-
tah Daerah,

Rekaman rencana tata bangunan, rencana gambar konstruk-
si bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetu
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Jul walikotamadya Kepala Daerah dengan menunjukkan lo-
kasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi
Perusahaan Industri yang bquokasi dikawasan Industri.

().

(2).
(3).

(4).
(5).

(6).

(1).

(2).

Bagian Ketiga
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 4
Walikotamadya Kepala Daerah melalui Bagian Penyusun

Program mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan
permohonan IMB dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan
diterima dan diberiken tanda bukti penerimaan,

Dalam jangka waktu 5 (1lima) hari kerja setelah permo-
honan diterime pejabat sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini menetapkan besarnya Retribusi yang wa-
Jib dibayar dengan melampirkan Surat Pemberitahuan -
Pembayaran (SPP) yang telah ditanda tangani oleh . Ke-
pala Bagian "Penyusun Program,

Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut ayat (3)
pasal ini pemohon membayar Retribusi ke Dinas Penda -
patan Daerah,

Setelah melunasi Retribusi sebagaimana tersebut dalam
ayat (4) pasal ini pemohon dapat melaksanaken pemba -
ngunan bangunan secara Fisik,

Setelah Bangunan selesai pemohon wajib  menyampaiken
laporan secara tertulis dilengkapi dengan :

a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang telah
diakroditasi,

b, Gambar siap Bangunan { as-built drawing ).

c. Rekaman bukti Pembayaran Retribusi.

Pagal 5

Berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Ke~
pala Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Penyusun - Program
atas nama Walikotamadya Kepala Daerah menerbitkan IMB

Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan(IMB)
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ditetapkan selambatelambatnya 12 (dua btelas) hari ker
ja terhitung sejak diterimanya lgporan dan Berita
Acara Pemeriksaan,

(3). Izin Menidirkan Bangunan (IMB) sebagaimana tersebut
dalam ayat {1) pasal ini sekaligus berlaku bagi peng-
gunaan bengunan. _

BAB III )
IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN (UUG)
Bagian Pertama
PERMOHONAN
Pasal 6

(1). Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusshaean
Industri wajib memiliki Izin Undang undang Gangguan
(UUG) kecuali bagi perusahzan yang jenis Industrinya
wajib andal atau yang berlokasi didalam kawasan Indus
tri. .

(2). Permohonan Izin Undang undang Gangguan (UUG) oleh
Perusahaan Industri atau Perusahasn Kawasan Industyi.
diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui
Sekretaris Kotamadya.

(3). Permohonan Izin Undang undang Gangguen (UUG) sebagai=
mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan sesu-
ail contoh yang formatnya seperti pada lampiran 1T
Peraturan Daerah ini,

Bagian Kedua
PERSY ARATAN

Pasal 7

Permohonan sebagzimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan
Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai
berikut :

a, Rekaman Surat Izin Lokasi,

b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanda tangan per= -
mohonan.
¢. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok
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Wajib Pajak aerch (:NPWP.D) Perusahaan yang otersangca -
tan.

Rekaman Akta Pendirian bag.i Perusahaan yang berstatus
Baden Hukum/Badan Usaha atau Rekaman anggaran  Dasax
yang sudah disyahkan bagi Koperasi,

Rekaman tanda Pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai Tem=
pat perusahaan; penggunaan sebagai Lehan Industri.

Rekaman Sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan
tanah,

Rekaman Tata letak Instalsi, mesin/peralatan dan per—
lengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh
Pimpinan Perusahaan pemchon atau yang dikuasakan.

Persetujuan Tetangga atau mesyarakat yang berdekatan,

Bagan alir proses Produksi dilengkapi dengan daftar
bahan baku/penunjang dan Bagan 2lir pengolahan limbah

Bagian Ketiga
PEMBERIAN IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN {UUG)
Pasal 8

Sekretaris Kotamadya melakukan penelitien  terhadap
rsyaratan permohonan Izin Undang Undang Ganggnan
EEUG) tersebut.

Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar,
pemohon wajib membayar Retribusi yang telah ditetap =
kan,

Setelah persyaratan sebagaimena tersebut dalam ayat
(2) pasal ini dipermhi, permohonan diproses dan atas
permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan
Pemberian Izin Undang Undang Gangguan (UUG),

Pasal 9

Sekreteris Koteamadya atas nama Walikotamadya Kepala
Daerah menerbitken Izin Undang Undang Gangguen (UUG).

Jangka waktu penerbitan Izin Undang Undang Gangguan
(UUG) selambat-lambatnye 32 (Tiga puluh duz) heri Kem
Jja terhitung sejak permohonan tersebut diterima seca-
ra lengkap dan benar,
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(3). Izin Undang Undang Gangguan (UUG) berlaku selama Pe -
rusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri
Yang bersangkutan masih beroperasi dan : setiap 5
(lima) tahun wajib mendaftar ulang.

B&B IV
OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 10

Obyek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gang
guan adalah Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan
Industri, *

Pasal 11

Subyek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang ~ Undang
Gangguan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendi -
rikan dan atau memperluas bangunan Industri dan Kawasan
Industri dalam rangka Penanaman Modal diwajibkan memiliki
IMB dan atau UUG dari Walikotamadya Kepala Daerah,

BAB V
RETRIBUST ATAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) DAN IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN
Pasal 12
(1)« Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  adalah

sebagai berikut :
a, Biaya Administrasi (Formulir) ...... Rp. 10,000,=
b. Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku
¢, Tiap per M2 Harga Dasar Bangunan @

1. Bangunan permanen dengan konstruksi
beton sebesar 6ss0e0sscsssnsssees Rp.GO0.000,—

2. Bangunan bissa . dengan kontrmksi: .-
b&m‘éﬂew c-ortc-co..o't;‘"}:.onpom.mog-
3. Bangunan permanen dengan kontruk
8i setengah beton/kontruksi I -
dan II sebesar ®ec¢0e0ccvsevscnsos Rp-}soomoy-

-



4, Bangunan yang tidak permanen se -
perti Bedeng, Barak dan sejenisnys
dengan konstruksi Kayu Kelas  IIT

le
Ze
3e
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1C.

1l.
12,

baik

vertiang atau tidak bertiang

104:

SEDESAT cevesrssissscsrrcesnass RP.a150,000,—

Bangunan terbuka adalah Bangunan

yang

tidak kerdinding atau tidak

beratap :

= Bangunan terbuka dengan tidak
berdinding dengan konstruksi -
permanen penuh besi dan baja °
8eDeSar sevseeveccestscasssae RDe350,000,—

~ Bangunan Konstruksi Permanen
biasa yang terbuat dari kayu
Kelas I dan Kelas II sebesar Rp.200,000=—

- Bangunan yang berkonstruksi

tidak permanen sebesar .eseee

~ Bangunan terbuka tidak bera~
tap seperti lantai jemur dan
sejenisnya sebesSar seeecessss RDe

d. Uang Sempadan/Biaya Pengukuran 3

Luas
Inas
Iunas
Iuas
Tuas
Inas
Iunas
Inas
Invas
Iuas

Imas
Iuas

tanah 1 M2 S/D 100 M2 ,,.. Rp.
tanah 101 s/d 200 M2 ..... Rp.
tansh 201 M2 s/d 300 M2 ,, Rp.
tanah 301 M2 s/d 400 M2 .. Rp.
tanah 401 M2 s/d& 500 M2 ., Rp,
tanah 501 M2 s/d 600 M2 .. Rp.
tanah 1001 M2 s/d 2000 M2 Rp.
tansh 2001 M2 s/d 3000 M2 Rp.,
tanah 3001 M2 s/d 4000 M2 Rp.
tanah 4001 M2 s/d 5000 M2 Rp,

tanah 5001 M2 s/d 10.000 M2Rp.
tanah diatas 10.000 M2 dan

Rp.150,000,—

50.000,-—

10,000, ==
15.,000,—
17.500y—
20,000y~
25,000y =
30.000,—
356000y ==
40,000 g
45,000, —
504000y~
60,000y~

seterusnya ditambeh ceeceecscsee RpPeSy=/M2.]
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(2). Mengenai prosentase maksimal untuk perkalian dalam
komponen perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangu
nan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Dae
rah,. .

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI SizBAGAL BERIAUT 3
RIMB* LB X THDB M2 X PROSENTASE.

Pasal 13

(1). Besarnya Retribusi pemberian Izin Undang - Undang
Gangguan (UUG) diperhitungkan sebagai berikut :

RUUG = TL X IL X IRTU,

(2). Mengenai tarif Lingkungan, Indek Lokasi dan  Indek
Gangguan diatur dengan Keputusan Walikotamadya  Ke=
pala Daerah,

(3). Selain dikenakan Retribusi seperti dimeksud - -pada
ayat (1) pasal ini diwajibkan membayar uang Adminis-
trasi berupa biaya Formulir Rp.15.000,~ (Lima belas
ribu rupiah),

(4). Setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran  ulang
Izin Undang Undang Gangguan (UUG) sebagaimana dimak=
sud pasal 6 ayat (2) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan
Daexrah ini dikenakan Leges yang besarnya menurut Pe=
raturan Daerah yang berlaku.

Pasal 14

(1)« Semuz Pungutan seperti tersebut pada pasal 12 ayat
(1) dan (2) dan pasal 13 ayat (1), (3) dan (4) Pera~
turan Daerah ini disetorkan Langsung ke Bendaharawan
Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah,

(2). Semua Pungutan yang diterima seperti tersebut pada
ayat (1) pasal ini harus disetorkan ke Kas Daerah.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALI AN
Pasal 15
Pengawasan dan Pengendalian Peleksanaan Pemberian Izin -
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Izin bagi Perusahaan Industri yang diatu~ dalam Peraturan
Daerash ini dilakukan oleh Ketua BKPMD Propinsi  Propinsi
Sumatera Selatan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingket
I Sumatera Selatan,

.

BaB VII
PENGAWASAN DAN SANKST
Pasal 16 .

(1). Semua kegiatan Pembangunan yang mempergunakan Ruang/
persil diawasi dan dikendalikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah atan Petugas yang ditunjuk.

(2). Apabila terdapat bangunan bangunan Industri baru tan

a Izin (bangunan liar) seperti dimaksud pada ayat

?1) pasal ini, maka pemilik bangunan diwajibkan un-

tuk segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pera~-

turan daerzh ini dan apabila sudah  diperingatkan

(lisan maupun tulisan) tetapi tidak diindahkan, make

bangunan tersebut akan dibongkar paksa tanpa ganti
rugi dalam bentuk apapun juga tanpa dapat menuntut,

(3). Bagi Bangunan Industri yang diperuntukan seperti di-
maksud ayat (1) pasal ini sedang didiriken/dibangun,
sementara izin Mendiriken Bangunannya belum ada ,
maka pemilik bangunan harus menghentikan kegiatan
pembangunannya sampai yang bersangkutan mendapat =
kan izin Mendirikan Bangunan,

(4). Bagi bangunan Industri yang telah berdiri sebelum
berlakunya Peraturan Daersh ini tetapi belum memili-
ki Tzin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik diharuskan
mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan biaya peri-
zinan menurut ketentuan pasal 12 Peraturan . Daereh
ini.

Pasal 17

Setiap pemegang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang

Undang Gangguan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pera-

turan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin

Mendirikan Bangunen dan Izin Undang Undang Gangguan.

) Pasal 18
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Apabila Perusahaan Industri dalam melaksanakan kegiatannya
menimbulkan Polusi atau Gangguan yang mengakibatkan keru =
sakan Lingkungan dikenskan sanksi sesuai ketentuan Peratu-
ran perundang undangan yang berlaku,

(1).

(2).

(1).

(2).

Pasal 19

Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan
pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan  Hukuman
kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda
sebesar - besarnya Rp.50.000,~(Lima puluh ribu rupish

Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adaleh
Pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Paszal 20

Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak
pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di
maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaku-
kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ling
kungan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanskan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
berwenang :

a, Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ten
tang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan.

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memerik-
sa tanda pengenzal diri tersangka,

d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa seba~
gal tersangka atau saksi,

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hu-
bungannya dengan pemeriksaan perkara.
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h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup
bukti atan peristiwa tersebut bukan merupakan tin-
dak pidana dan selanjutnya melalui penyidik membe-
ritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, ter—
sangka atau keluarganya.

i, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 21 '
Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini se-

panjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetap-
kan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang-
kan, Agar supaya setiap orang dapat mengetalminya, memerin
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya dalam Lembaran Daersh Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang. Ditetapkan di : Pangkal Pinang

Pada Tanggal : 23 - i1 - 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cap / dto
Kotamadya Daerah Tingkat II P ¢
Pangkal Pinang, Drs. H. Sofyan Rebuin.
Ketua, DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang
Abdul Aziw Iubis ponon ;14 Talm 1997. Seri B

DISAHKAN Tanggal : 8 September 1997
Dengan SK,Gub.Kdh,Tk.I SS. .
T 2l 26 - 08 - 1997. Sekretaris Kotamadya,
Nomor s 966/SKa£}TV/1997 Cap / dto,
Sekretaris Wilayah/Daerah ;

Drs. Basri Intip.
Ub, Kepala Biro Hulum, 53000 Utema M3.Nip.440005199.
Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH
Pembina Tk.I Nip.440009191.

cap / dte,




